KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
DS:3621-0726-9480-6016

NOMOR : SP DIPA-035.01-0/2025

A. DASAR HUKUM :

1.
2.

3.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. UNIT ORGANISASI : 035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. PAGU : Rp.459.766.254.000

(EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1.
2.
3.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

1o}

o

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK H“m““‘“
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:3621-0726-9480-6016

Halaman : 1 dari 16

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

035
01

Rp.459.766.254.000

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1.

PROGRAM

. SASARAN STRATEGIS K/L

_FUNGSI

SUB FUNGSI

. PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS NASIONAL
NON PRIORITAS NASIONAL

035.01.CL
035.01.WA
01

02

04
0490

02

03

04

05
07

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Program Dukungan Manajemen

Terwujudnya Perekonomian

Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang
Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing

Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

EKONOMI

EKONOMI LAINNYA

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

(dalam ribuan rupiah)

165.935.416
293.830.838

459.766.254
459.766.254

6.121.943
4.485.000
9.500.000

29.922.645
1.909.861
407.826.805




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

2 dari

DS:3621-0726-9480-6016

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
035.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 165.935.416

spo1| Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

IKPO1| Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN yang Berhasil diselesaikan 0 %

IKP02 Total Asset Turnover BUMN 0,31 kali

IKPO3| Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi 90 %
Tingkat Menteri

IKP04| Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 90 %

IKPO5]  Nilai Penyaluran KUR 266-296  Triliun Rupiah

SP02 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

IKPO1| Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara potensial, negara mitra utama, negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional 22 (akumulatify Kesepakatan
(PTA/FTAICEPA)

IKP02|  Jumlah Dokumen Initial Memorandum Aksesi OECD 1 Dokumen

IKPO3 Nilai PMA dan PMDN 1.868,23-1.905,60  Triliun Rupiah

IKP04| Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral, Regional, dan Multilateral 40 Kesepakatan

IKPO5| Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan 3 Kesepakatan
Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

IKP06 Tingkat Inflasi 15-35 %

IKPO7] Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 85 %

IKP08| Persentase Penyelesaian Isu terkait Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 0 %

IKP09| Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi 90 %

SPO3 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

IKPO1| Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 8-9 %PDB

IKP02| Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa 21-21,6  %PDB

IKP03 Indeks Literasi Keuangan 5725 %




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:3621-0726-9480-6016

Halaman : 3 dari 16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
IKP04| Biaya Logistik terhadap PDB 135 %
IKPO5| Indeks Keberdayaan Konsumen 63 Indeks
IKP06| Persentase Penyelesaian Isu terkait Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 0 %
IKPO7| Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital 90 %
SP04 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas
IKPO1 Indeks Ketahanan Energi 6,77 Indeks
IKP02| Pencapaian Jumlah Volume BBM Bersubsidi 19,41 Juta KL
IKP03 Pertumbuhan PDB Listrik 4,8-4,9 Persen
IKP04| Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 20 Persen
IKPO5|  Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per kapita 9.170,56 RP Juta
IKP06| Persentase Penyelesaian Isu terkait Energi dan Sumber Daya Mineral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 90 Persen
IKPO7| Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral 90 Persen
SP0O5 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata yang Berkualitas
IKPO1| Rasio PDB Industri Pengolahan 20,2-20,8 %
IKP02| Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja 33 %
IKPO3| Proporsi Penciptaan Tenaga Kerja Formal 4133 %
IKP04| Rasio PDB Pariwisata 46 %
IKPO5| Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional 100 (32 dari 32 proyek) %
IKPO6| Persentase Penyelesaian Isu terkait Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 %
IKPO7 ’;’A:rr;fr:ltase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata 90 %
SPO7 Terwujudnya Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing
IKPO1| Rasio Pertumbuhan Realisasi Investasi KEK Terhadap Pertumbuhan Realisasi Investasi Nasional n/a Rasio




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 4 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
SP09 Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian
IKPO1| Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian 100% %
K inasi Kebijakan P Ek i Digital
2491 oordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital 5.500.000
01.01 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 8-9 PersenPDB
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 90 Persen
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital 90 Persen
Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal
2492 mastienl ' ' 3.500.000
01.01 Tingkat Inflasi¢, 1,5-3,5¢ %
02.01 Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah¢, 85 %
02.02 Persentase Penyelesaian Isu Ekonomi Makro dan Fiskal yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90 %
02.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Ekonomi Makro dan Fiskal¢, 90 %
K inasi P Efektivitas Pelak: Kebijakan Eki i
2493 oordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi 9.000.000
01.01 Persentase Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang diterima Sesmenko 100 %
2499 Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga 1.500.000
01.01 Indeks Keberdayaan Konsumeny, 63¢, Indeks
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang Diputuskan Melalui 90¢, Persen
Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I,
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga¢, 90¢, Persen
Koordinasi Kebijakan P b Logistik Nasional
2500 oordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional 2.000.000
01.01 Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB 13,5 Persen
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Logistik Nasional yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, Persen




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:3621-0726-9480-6016

Halaman : 5 dari 16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Logistik Nasionaly, 90 Persen
2503 Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN 3.000.000
01.01 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 3dari 4 Indeks
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 3dari 4 Indeks
2510 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral 4.000.000
01.01 Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara potensial, berpenduduk besar, dan kawasan indo pasifik (PTA/FTA/CEPA),, 11 (akumulatif)¢, Kesepakatan
01.02 Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara mitra utama (PTA/FTA/CEPA), 1; Kesepakatan
01.03 Persentase Penyelesaian Isu Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, %
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi Bilateral ¢, 90¢ %
2513 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral 3.300.000
01.01 Jumlah Dokumen Initial Memorandum Aksesi OECDy¢, 1 Dokumen
01.02 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti 3 Kesepakatan
Kemenko Perekonomian
01.03 Persentase Penyelesaian Isu Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, %
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi Multilateral¢, 90 %
2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional 3.300.000
01.01 Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional (PTA/FTA/CEPA),, 10 (akumulatif)¢, Kesepakatan
01.02 Persentase Penyelesaian Isu Kerja Sama Ekonomi Regional yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, %
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi Regional, 90¢, %




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 6 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
2519 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2.700.000
01.01 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (%) 5,8-6,0 %
01.02 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (%) 5,7-6,0 %
01.03 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (%) 3,2-4,1 %
01.04 Pertumbuhan PDB Industri Perkebunan N/A %
01.05 Persentase Penyelesaian Isu terkait Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 %
Eselon |
01.06 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil 90 %
Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perd dan P b Ek:
2521 oordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor 3.000.000
01.01 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa 21-21,6¢ Persen
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi 90¢, Persen
Tingkat Eselon I¢,
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor¢, 90¢, Persen
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi K
4539 oordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan 4.500.000
01.01 Indeks Literasi Keuangang, 57,25¢, Persen
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Inklusi Keuangan yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, Persen
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Inklusi Keuangan¢, 90¢ Persen
4540 Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik 2.000.000
01.01 Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berhasil diselesaikan 90 Persen
01.02 Persentase Penyelesaian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha dan/atau Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik 90 Persen
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik yang 90 Persen
Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Infrastruktur dan 90 Persen




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 7 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
Logistik Persen
4541 Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi 1.500.000
01.01 Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berhasil diselesaikan 90 Persen
01.02 Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Usaha dan/atau Restrukturisasi BUMN Sektor Pariwisata dan 90 Persen
Telekomunikasi yang ditindaklanjuti
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi yang 90 Persen
Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Pariwisata dan 90 Persen
Telekomunikasi
4542 Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan 1.500.000
01.01 Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berhasil 90 Persen
diselesaikan
01.02 Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Usaha dan/atau Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Manufaktur, Agro, 90 Persen
Farmasi dan Kesehatan yang ditindaklanjuti
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan 90 Persen
Kesehatan yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Industri 90 Persen
Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
4543 Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis 3.000.000
01.01 Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berhasil diselesaikan 90 Persen
01.02 Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Usaha dan/atau Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Usaha 90 Persen
Bisnis yang ditindaklanjuti
01.03 Persentase Debitur KUR Baru 35-45 Persen
01.04 Persentase Debitur KUR Graduasi 25-35 Persen




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 8 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.05 Penyaluran KUR Penempatan PMI 28-31 Miliar Rupiah
01.06 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang 90 Persen
Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.07 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Jasa Keuangan 90 Persen
dan Usaha Bisnis
4544 Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2 500.000
01.01 Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berhasil diselesaikan 90 persen
01.02 Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Usaha dan/atau Restrukturisasi BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya 90 persen
Mineral ditindaklanjuti
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang 90 Persen
Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Energi dan 90 Persen
Sumber Daya Mineral
4545 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan 4.000.000
01.01 Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi dan Program Kartu Prakerja Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha 44 %
01.02 Rata-rata masa tunggu mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha 9,5 Bulan
01.03 Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun 2 juta orang
01.04 Persentase Penyelesaian Isu terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Diputuskan 90 %
Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon |
01.05 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem 90 %
Ketenagakerjaan
Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi
4546 ) P 3.000.000
01.01 Nilai PMA dan PMDN¢, 1.868,23- Rp. Triliun
1.905,60¢,




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 9 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.02 Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral, Regional, dan Multilateral¢, 40¢, Kesepakatan
01.03 Persentase Penyelesaian Isu Percepatan Investasi Dan Hilirisasi yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I¢, 90¢, %
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi¢, 90¢ %
Koordinasi Kebijakan Cipta Kerj
4550 oordinasi Kebijakan Cipta Kerja 6.000.000
01.03 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana yang Diterima Sekretaris Kementerian 1 Rekomendasi Kebijakan
Koordinator Bidang Perekonomian
Koordinasi Kebijakan P t Ek i
5032 oordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi 33.985.416
01.01 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Diterima Sesmenko 100% %
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategi
5266 inasi ij g g was i yek S gis 15.000.000
01.01 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%) 48,06 %
01.02 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional melalui KPPIP 100 %
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 %
Eselon |
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis 90 %
6920 Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK 3.000.000
01.01 Jumlah KEK yang Difasilitasi dan Dikembangkan 21 Triliun
Koordinasi P dalian Pemb dan P lol KEK
6921 oordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan 2.500.000
01.01 Jumlah KEK yang Difasilitasi dan Dikembangkan 21 KEK




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 10 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
6922 Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK 4.000.000
01.01 Rasio Pertumbuhan Investasi KEK Terhadap Pertumbuhan Wilayah (per Provinsi / Pulau) >1 Rasio
Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK
6923 ing Y v I g fan p gu 4.500.000
01.01 Rasio Pertumbuhan Investasi KEK Terhadap Pertumbuhan Wilayah (per Provinsi / Pulau) >1 Rasio
6924 Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 2 500.000
01.00 Optimalisasi penyusunan dan penelaahan rancangan perundang-undangan, analis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, 1 Paket Rekomendasi
pengelolaan kepegawaian, serta penataan organisasi dan tata laksana
7701 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata 2.000.000
01.01 Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel and Tourism Development Index) 22 Indeks
01.02 Persentase Penyelesaian Kebijakan terkait Pemanfaatan Indonesia Tourism Fund dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan 100 %
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Pariwisata yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon | 90 %
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pariwisata 90 %
7702 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka 3.600.000
01.01 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar 12,4-14,4 %
01.02 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan 5,10-5,95 %
01.03 Persentase Penggunaan Komponen Lokal pada KBLBB N/A %
01.04 Persentase Penyelesaian Isu terkait Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka yang Diputuskan Melalui Rapat 90 %
Koordinasi Tingkat Eselon |
01.05 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka 90 %
7703 Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata 3.000.000
01.01 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketanagakerjaan dan Pariwisata 3dari 4 Indeks




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 11 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketanagakerjaan dan Pariwisata 90 Nilai
Peningkatan L Koordinasi Perni dan Ek i Digital
7704 eningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital 5.300.000
01.01 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital¢,¢, 3daridéeé Indeks
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital¢, 90¢¢, Nilai
Koordinasi Kebijakan P b Minyak dan Gas Bumi
7706 oordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 2.750.000
01.01 Jumlah Lifting Minyak Bumi 605 Ribu BOPD
01.02 Jumlah Lifting Gas Bumi 1.005 Ribu BOEPD
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 90 Persen
|
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 90 Persen
02.01 Jumlah Produksi Batu Bara 717 Juta Ton
02.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Mineral dan Batubara yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 90 Persen
|
02.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Mineral dan Batubara 90 Persen
03.01 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 4,38 Miliar USD
03.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 Persen
Eselon |
03.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pemgembangan Ketenagalistrikan dan Geologi 90 Persen
04.01 Produksi Listrik Energi Terbarukan - GWH
04.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Percepatan Transisi Energi yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon | 90 Persen
04.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Percepatan Transisi Energi 90 Persen
05.01 Nilai Tambah Industri Nikel - -
05.02 Nilai Tambah Industri Tembaga - -




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:3621-0726-9480-6016

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 12 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
05.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Hilirisasi Pertambangan yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 Persen
Eselon |
05.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Hilirisasi Pertambangan 90 Persen
Koordinasi Kebijakan P b Mi | dan Batub
7707 oordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara 2.000.000
01.01 Jumlah Produksi Batu Bara 717 Juta Ton
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Mineral dan Batubara yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 90 Persen
|
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Mineral dan Batubara 90 Persen
Koordinasi Kebijakan P b Keti listrikan dan Geologi
7708 oordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi 2.000.000
01.01 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 4,38 Miliar USD
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 Persen
Eselon |
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi 90 Persen
Koordinasi Kebijakan P tan Ti isi E i
7709 oordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi 2.500.000
01.01 Produksi Listrik Energi Terbarukan - GWH
01.02 Persentase Penyelesaian Isu terkait Percepatan Transisi Energi yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon | 90 Persen
01.03 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Percepatan Transisi Energi 90 Persen
K inasi Kebijakan P Hilirisasi | iP
7710 oordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan 2 500,000
01.01 Nilai Tambah Industri Nikel - -
01.02 Nilai Tambah Industri Tembaga - -
01.03 Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Hilirisasi Pertambangan yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat 90 Persen
Eselon |




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 DS:3621-0726-9480-6016

NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 13 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.04 Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Hilirisasi Pertambangan 90 Persen
7711 Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral 3.000.000
01.01 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen pada Deputi BidangKoordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 3dari 4 Indeks
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 90 Nilai
Peningkatan L. Koordinasi Kerja S Eki i dan Investasi
7712 eningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi 3.000.000
01.01 Terwujudnya Dukungan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Optimal 3daridéé Indeks
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi ¢, 90 Nilai
035.01.WA Program Dukungan Manajemen 293.830.838
SPO1 Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik
IKPO1| Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 83 Nilai
IKPO3| Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB 80% %
IKP04| Survey Kepuasa Masyarakat 3,8 Nilai
IKP05 Indeks SPBE 3,85 Indeks
IKP06| Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat 3dari4 Indeks
IKPO7] Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan 85% %
SP02 Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik
IKPO1| Nilai SMART Satker Sekretariat Jenderal Kawasan Ekonomi Khusus 0 %
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TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 14 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
IKP02| Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 3dari4 indeks
Peningkatan Pel Manaj Kinerja dan Kerja S
2486 eningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama 16.504.188
01.01 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 74 Nilai
01.02 Indeks SPBE 3,85 Nilai
01.03 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Sangat Baik Kategori
01.04 Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan 3dari 4 Indeks
01.05 Persentase Rekomenasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti 85% %
Peningkatan Pel Hukum dan O isasi
2487 eningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi 4.000.000
01.01 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum serta 90% %
Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
01.02 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 82 Nilai
01.03 Persentase Tingkat Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi dan Tingkat Capaian Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pasca 95% %
Penyederhanaan Organisasi
01.04 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi 3dari 4 Indeks
2488 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum 295,528,024
01.01 Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi 90% %
01.02 Persentase kegiatan kerumahtanggaan yang berkualitas dan tepat guna 90% %
01.03 Persentase penggunaan aset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 85% %
01.05 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3dari 4 IKPA
01.07 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum 3 dari 4 Indeks Kepuasan
Layanan Biro U
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 15 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
P | ktorat
2489 engawasan Inspektoral 1.150.000
01.01 Tingkat Maturitas SPIP 3.55 Nilai
01.02 Tingkat Keberhasilan Zona Integritas 50 Persentase
01.03 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR 80 Persentase
01.04 Opini BPK WTP Predikat
01.05 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 90 Persentase
01.06 Persentase Partisipasi Pengisian Survei Penilaian Integritas 80 Persentase
01.07 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) 3.1 Nilai
Penelaahan Kebijakan Bid Perek i
2490 enelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian 5.000.000
01.01 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima 100% %
Menko Perekonomian
01.02 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam yang 100% %
diterima Menko Perekonomian
01.03 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia yang 100% %
diterima Menko Perekonomian
01.04 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu di bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian 100% %
01.05 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko 100% %
Perekonomian
Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan
4538 ng Y uniast ! icang 10.000.000
01.01 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian Di Media Massa =90% dari jumlah %
pemberitaan
01.02 Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur 90% %
01.03 Persentase Penyelesaian Naskah/Bahan Ratas/Sidang Kabinet sesuai Standar Operasional Prosedur 90% %
01.04 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan 3 dari 4 Indeks
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 16 dari 16
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
6919 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 31.558.626
01.01 Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran 90 %
01.02 Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan yang Berkualitas dan Tepat Guna 90 %
01.03 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum 3dari4 indeks
KETENTUAN Jakarta, 02 Desember 2024
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. a.n. Menko Bidang Perekonomian

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

<
Susiwijono
NIP. 196907071989121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:3621-0726-9480-6016

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Rp.459.766.254.000

(EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

EE JENIS BELANJA
PAGU/TARGET
NO KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA 22 PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PE(IB\llIJD/APA'?AN TERCATAT
UB 51 52 53
1 2 3 4 5 6 7 9=5+6+7+8 10

035.01.CL| Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 0 165.935.416 0 0 165.935.416 49.400.900
01 | DKI JAKARTA 0 165.935.416 0 0 165.935.416 49.400.900
427752 | MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KP 0 149.435.416 0 0 149.435.416 43.434.387
A00 | RM 0 149.435.416 0 0 149.435.416 43.434.387
427755 | SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS KP 0 16.500.000 0 0 16.500.000 5.966.513
A00 | RM 0 16.500.000 0 0 16.500.000 5.966.513
035.01.WA| Program Dukungan Manajemen 129.862.502 156.942.004 7.026.332 0 293.830.838 13.415.692
01 | DKI JAKARTA 129.862.502 156.942.004 7.026.332 0 293.830.838 13.415.692
427752 | MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KP 123.727.288 132.444.924 6.100.000 0 262.272.212 12.528.094
A00 | RM 123.727.288 132.444.924 6.100.000 0 262.272.212 12.528.094
427755 | SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS KP 6.135.214 24.497.080 926.332 0 31.558.626 887.598
A00 | RM 6.135.214 24.497.080 926.332 0 31.558.626 887.598
TOTAL 129.862.502 322.877.420 7.026.332 0 459.766.254 62.816.592
RM 129.862.502 322.877.420 7.026.332 0 459.766.254 62.816.592

PENDAPATAN 0

KETENTUAN Jakarta, 02 Desember 2024

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

a.n. Menko Bidang Perekonomian

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

<"
Susiwijono
NIP. 196907071989121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-035.01-0/2025

I1l. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3621-0726-9480-6016

Halaman : 1 dari 1
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. UNIT ORGANISASI 035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. PAGU Rp.459.766.254.000
(EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah)
NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 J035.01.CL | Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
RENCANA PENARIKAN DANA 165.935.416 12.132.369 12.920.486 13.417.621 13.220.243 13.891.616 13.468.917 13.580.058 14.104.031 14.134.735 13.635.717 14.884.952 16.544.673
2 035.01.WA | Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 293.830.838 25.168.541 21.018.487 21.058.982 21.345.037 21.448.680 21.397.926 21.905.017 22.626.418 21.431.364 24.791.317 33.662.777 37.976.292
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 459.766.254 37.300.910 33.938.972 34.476.604 34.565.280 35.340.296 34.866.843 35.485.075 36.730.449 35.566.099 38.427.034] 48.547.729 54.520.964
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

<"
Susiwijono
NIP. 196907071989121001
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